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BAB II
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI BIDANG EKONOMI
A. Tentang Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.21
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. 

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.22
Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.  Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan  timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.23
I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.24 

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh :  Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal).

 Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.25
Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.26 

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.27
Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. 
Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 28 
Atribusi (attributie), delegasi (delegatie), dan mandat (mandaat), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut : 29
1. Attributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan; 
2. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; 
3. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.
Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.30
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.31
Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 32
1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi 
Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yanag biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa paemaerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. 
Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. 
Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam sautu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.
2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegatie 
Kata delegasi (delegatie) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. 
Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. 
Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hokum pemanku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetesi, pelepasan dan penerimaam sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakanya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.33
3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat 
Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (opdracht) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (lastgeving) maupun kuasa penuh (volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. 
Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. 
B. Tentang Pemerintahan Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah
Cita-cita reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Cita-cita tersebut kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian, agar sesuai dengan laju perkembangan kehidupan masyarakat, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan mengenai pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan/yustisi, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
Tujuan peletakan kewenangan dan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyata, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Adanya kondisi tersebut, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

a. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang sebagai Urusan pemerintahan terdiri atas ;

1) Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya pemerintah dapat: a. Menyelenggarakan sendiri; b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau; c. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

2) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan pusat meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum; d. Perumahan; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perhubungan; h. Lingkungan hidup; i. Pertanahan; j. Kependudukan dan catatan sipil; k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 1. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. Sosial; n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. Penanaman modal; q. Kebudayaan dan pariwisata; r. Kepemudaan dan olah raga; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Statistik; w. Kearsipan; x. Perpustakaan; y. Komunikasi dan informatika; z. Pertanian dan ketahanan pangan; aa. Kehutanan; bb. Energi dan sumber daya mineral; cc. Kelautan dan perikanan; dd. Perdagangan; dan ee. Perindustrian. 
Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya pemerintah dapat: 
1) Menyelenggarakan sendiri; 
2) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau 
3) Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 
Setiap bidang urusan pemerintahan terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang. 
Urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan criteria yang dipersyaratkan. 
Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan. Penyerahan urusan pemerintahan diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan. 
b. Kewenangan Daerah

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.  Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 
1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; 1. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan ... m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan.  

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. 

Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut. 
2) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. Industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. 
Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. 
Untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan norma, standar, prosedur, dan criteria Melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan dilakukan selambatlambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun. Dan apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan. 
c. Urusan Pemerintah lintas Daerah
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.. dan tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Provinsi adalah: 
1) Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi. 
2) Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Provinsi secara merata. 
3) Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Provinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota masing-masing. 
Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50 %, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi. 
Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom juga dirumuskan atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat. 
Indikator-indikator sebagaimana yang diberlakukan pada lintas kabupaten/Kota juga dianalogikan untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Provinsi yang merupakan tanggungjawab Pemerintah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perhubungan.
d. Urusan Pemerintah Sisa
Urusan pemerintahan selain yang diungkapkan di atas menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan criteria pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kritria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisisensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antaar tingkatan dan atau susunan pemerintahan.
Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya. 
Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa dengan ketentuan yang sama dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat: 
1) Menyelenggarakan sendiri; atau 
2) Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan. Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan. Penyerahan urusan pemerintahan diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan. 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat: a. menyelenggarakan sendiri; atau b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 
Dalam kaitan dengan hubungan kewenangan ini, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 
Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 
Untuk mewujudkan pembagian rusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. 
Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.  Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan criteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. 
Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan peemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui criteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui criteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masayarakat dan demokratisasi sebagai efisiensi dasar dari kebijakan desentralisasi. 
Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan:
1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara;

2) Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara;

3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional;

4) Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga negara;

5) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berki ialifikasi tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya;

6) Menjamin supremasi hukum nasional; dan

7) Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintahan yang berlaku di berbagai bidang diatur tersendiri guna menghindari pengulangan pada setiap bidang. 
2. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah
Pemerintahan daerah adalah sub sistem dari sistem pemerintahan nasional dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh menyimpang dari sistem nasional. Belajar dari pengalaman sebelumnya, walau pada tingkat idealnya pelaksanaan otonomi, berarti semua kegiatan kenegaraan di daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, tetapi pada prakteknya masih terjadi penyimpangan atau salah tafsir atau perbedaan persepsi antara "dassollen" dan "dassein" Berdasarkan fakta tersebut yaitu bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat bagitu banyak Peraturan Daerah, praktek birokrasi di daerah yang salah kaprah, maka dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan, hal tersebut dicoba diatasi dengan rumusan pengawasan dari pusat yang lebih jelas dengan diikuti program pembinaan. 
Fokus pengawasan diarahkan pada pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. 
Hubungan Pusat dan Daerah merupakan wujud dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal 18 (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undan”g. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut berarti daerah-daerah yang ada dalam bentuk Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah merupakan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. 
Karena bentuknya adalah daerah-daerah, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konsep Negara Kesatuan, pemerintahan pusat dapat melakukan control/pengawasan serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan dengan pemberian kewenangan masing-masing kepada pusat maupun daerah. 
Dalam melakukan pembinaan pemerintah pusat menempatkan daerah provinsi sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah terjalin hubungan yang selaras dan berkesinambungan. Hanya saja kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah menjadi tidak jelas. Hal ini terlihat adanya kewenangan sama yang dimiliki antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, meskipun hal itu terdapat perbedaan dalam skalanya. 
Untuk itu, kedudukan provinsi hendaknya tidak dijadikan sebagai daerah otonom, melainkan dijadikan sebagai daerah administratif dengan penerapan asas Dekonsentrasi. Dalam beberapa hal pemerintahan pusat tampaknya tidak konsisten (ketidaktaatan) pada asas desentralisasi, dimana seharusnya urusan tertentu di serahkan kepada daerah, namun di sisi lain keputusan akhir sepenuhnya pada pusat. 
3. Prinsip Negara Kesatuan Dan Pemerintahan Daerah 
Para pendiri republik ini telah menyepakati konsep Negara kesatuan sebagai dasar pendirian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan di dalam UUD 1945. Hal tersebut nampak dengan jelas di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Negara Republik Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik".
Pada waktu UUD 1945 diubah, konsep Negara kesatuan tersebut semakin diperkuat kembali di dalam rumusan Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. 
Dalam literatur-literatur dikenal, bahwa Negara Kesatuan adalah salah satu bentuk negara, dimana di dalam wilayahnya tidak terdapat atau tidak membenarkan adanya daerah-daerah yang berstatus Negara, sehingga tidak mungkin adanya negara dalam negara. Menurut Sehino, dalam Negara Kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat dan satu Undang-undang Dasar".34
 Dengan kata lain dalam suatu negara kesatuan, daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayahnya tidak dapat disebut sebagai negara (staat). Hal ini berbeda dengan dengan konsep negara Federal. Di sebuah negara Federal daerah-daerah di dalam negara disebut dengan staat (negara bagian). Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ketika UUD 1945 belum diubah telah ditegaskan pula tentang konsep negara kesatuanlah yang mendasari didirikannya Negara Republik Indonesia Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan: “...oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak mempunyai daerah-daerah dalam lingkungan yang bersifat staat juga. Daeah-daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil”. 
Jadi, Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dalam beberapa negara, melainkan negara yang bersifat tunggal, yaitu hanya ada satu negara dan tidak ada negara dalam negara. Prinsip negara Kesatuan bagi Negara Republik Indonesia tertuang di dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan: 
Pasal 18 ayat (1) 
Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang 

Pasal 18 ayat (5)

“...pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".
Pasal 1 ayat (1) dan (5) UUD 1945 tersebut Menurut M. Laica Marzuki, tidak dapat dibaca secara terpisah. Sehingga menurut beliau, bentuk negara RI secara utuh dibaca dan dipahami dalam makna "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang disusun berdasarkan desentralisatie, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya.35
Secara konseptual, Negara Kesatuan merupakan lawan dari Negara Federal. Perbedaan antara kedua bentuk negara tersebut selain susunannya, juga berhubungan dengan pembagian kekuasaan atau kewenangan. Pada Negara Kesatuan, kewenangan Pemerintah Daerah ditentukan secara definitif (limitatif) oleh pemerintah pusat, sedangkan sisa atau selebihnya berada dalam kewenangan pemeruntah pusat. Untuk negara federal adalah kebalikan dari cara pembagian kekuasaan/kewenangan pada negara kesatuan, yaitu kewenangan pemerintah federal yang ditentukan secara definitif dan sisanya yang lebih banyak berada pada negaranegara bagiannya. 

Perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal, juga dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:36 

a. Aspek Kedaulatan, dimana pada negara kesatuan di seluruh kedaulatan baik ke luar maupun ke dalam berada pada pemerintahan pusat, daerah tidak memiliki kedaulatan. Sedangkan pada negara federal, kedaulatan ke luar berada di tangan pemerintah pusat dan daerah memiliki kedaulatan ke dalam;  dan 
b. Aspek Konstitusi. Negara kesatuan berkonstitusi tunggal, sedangkan negara federal berkonstitusi jamak dengan supremasi pada konstitusi federal. 
Selain hal tersebut di atas, antara negara kesatuan dengan negara federal dapat pula dibedakan dari aspek kekuasaan. Pada negara kesatuan, kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sedarajat. Sedangkan di negara federal, kekuasaan pemerintah federal (pusat) dan bagian (daerah) dibagi sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dalam negara itu bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungan sendiri-sendiri terhadap pemerintah federal (pusat). 
Pada negara kesatuan, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi dan kekuasaan pemerintah daerah bersifat tidak langsung dan sering dalam bentuk otonom. Bagi negara federal, pemerintah federal memiliki kekuasaan sendiri, demikian juga untuk pemerintah bagian masing-masing mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih rendah dari yang lain. Untuk kekuasaan tertentu, pemerintah federal mempunyai kelebihan seperti dalam bidang pertahanan, urusan luar negeri dan menentukan mata uang yang berlaku.37 

Berkaitan dengan kriteria atau unsur-unsur yang membedakan antara Negara Kesatuan dan Federal dapat dicermati melalui pandangan dari beberapa ahli seperti, sebagai berikut:38
a. Kranenburg, dalam Negara Kesatuan pengaturan wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi/pemerintah daerah, dan residu power/sisa selebihnya terdapat pada pemerintah pusat Negara Kesatuan. 

b. Wolhoff, pada negara kesatuan seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat, sehingga peraturan-peraturan pusatlah (undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk-bentuk dan susunan pemerintah daerah otonom. Dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom itu. 
c. Wheare, asas federal adalah suatu keseimbangan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat maupun bagian-bagian, dalam suasana tertentu, diantaranya berderajat sama serta bebas terhadap satu sama lain. 
Akan tetapi, perlu diketahui, bahwa tidak setiap negara yang Undang-Undang Dasarnya(UUD) bersusunan federal adalah negara federal akan tetapi dapat saja suatu negara dalam UUD itu menyebut kesatuan namun lebih berciri kepada federalism. Oleh karena itu dapat dikatakan, adanya kemungkinan bahwa terdapat negara federal yang mengarah kepada negara kesatuan atau quasi federalisme dan akan ada negara kesatuan yang mengarah pada federalisme atau quasi unitarisme. Tetapi bagi Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (1) dengan tegas dan pasti adalah sebagai Negara Kesatuan serta dalam Pasal 37 ayat (5) tentang tidak dapat dilakukan perubahan bentuk negara kesatuan RI. Dengan konsep NKRI sejak awal berdirinya tidak diarahkan untuk sentralistik, karena makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 baik sebelum maupun sesudah perubahan sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut prinsip otonomi daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Apabila di dalam negara kesatuan ini berhadapan dengan urusan pembagian wilayah pemerintahan, maka akan diterapkan dan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi serta dekonsentrasi.

Pada perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa undang-undang yang mengalami pergantian dan/atau perubahan, dimana sumber legitimasi untuk politik hukum pemerintahan daerah adalah Pasal 1 ayat (1) dan pasal 18 UUD 1945, yang secara tegas bermaksud Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal. Dengan penegasan dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, daerah-daerah yang ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia tetap berada dalam ikatan negara kesatuan, ialah daerahnya pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia ialah pusat daerahnya".39 
Dengan demikian, antara pemerintahan pusat dengan daerah, tampak adanya satu ikatan atau kebulatan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 
Berdasarkan ketentuan UUD 1945, yaitu Pasal l ayat (1) dan Pasal 18 sebagai sumber legitimasi utama pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibentuk dan diberlakukan beberapa undang-undang, yaitu : 
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), undang-undang ini dipandang sebagai undang-undang tentang pemerintahan daerah karena KNID sama dengan organ kelengkapan pemerintahan daerah sejalan dengan maklumat wakil presiden 16 Oktober 1945 dan mendapat KNID sebagai badan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara resmi menghidupkan kembali pemerintahan daerah otonom yang terhapus selama pemerintahan pendudukan Jepang. 
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah. Dengan Undang-Undang ini dihajatkan untuk melakukan perbaikan terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang dibuat dalam kondisi tergesa-gesa dengan suasana revolusi. Dalam Undang-Undang ini menghendaki hanya ada satu macam pemerintahan di daerah, yaitu satuan pemerintahan daerah otonom; provinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil) negeri dan warga dan sebagainya. Serta bentuk daerah otonom lain Daerah Istimewa yang mempunyai hak asal usul sebelum Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah masa berlakunya UUDS 1950 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah yang memuat dua hal pokok, yaitu : pada daerah-daerah (besar dan kecil) hanya akan ada satu bentuk susunan pemerintahan, yaitu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri; dan kepada daerah-daerah akan diberikan otonom seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga sendiri. 
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang tersebut, hampir seluruhnya/dominan menghadapi rumusan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:  Menghilangkan dualism pemerintahan di daerah; dan memperbesar pengendalian pemerintah pusat terhadap daerah. 
e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang ini telah diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Oleh karena itu, dalam penamaan penambahan imbuhan di atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah menggambarkan tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sumber legitimasi utama penyelenggaraan daerah adalah Pasal 18 ayat yang harus sejalan dan bertumpu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang sudah pasti bermaksud menghendaki Rapublik Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka dapat dikemukakan beberapa hal pokok, sebagai berikut: 
a. Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang. Daerah besar dan kecil tidak/bukanlah sebagai negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan. Daerah besar dan kesil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi belaka;
b. Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar pemasyarakatan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa adalah swapraja atau desa maupun yang semacam itu. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa tersebut; dan 
c. Daerah-daerah yang terdapat di Republik Indonesia adalah semua sebagai daerahnya (wilayah) pemerintah pusat dan pemerintah negara Republik Indonesia merupakan pusat pemerintahan daerah. Dengan demikian, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan satu kebulatan ikatan pemerintahan dalam wadah Negara Kesatian Republik Indonesia. 
Berpedoman terhadap kandungan dalam UUD 1945, baik yang tersurat maupun tersirat terdapat sendi-sendi pokok dan pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang patut secara konsekuen dan konsisten. Salah satu sendi pokok adalah negara kesatuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus merupakan pengukuhan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilandasi oleh suatu komitmen dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional.
4. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Hubungan pusat dengan daerah, merupakan persoalan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara secara vertical antara pusat kekuasaan dengan cabang-cabangnya, atau dengan kata lain, sebagai pembagian kekuasaan berdasarkan territorial yang menunjuk pada tingkatan pemerintahan. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal atau territorial, UUD 1945 telah mengaturnya dengan bentuk susunan organisasi negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Dengan dernikian, konsep hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang dibagi antara pusat kekuasaan dengan pusat pemerintahan daerah sebagai cabang-cabang atau territorial kekuasaan negara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (5) telah dirumuskan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemernitahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yaitu pemerintahan daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, otonomi yang dijalankan adalah otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat sudah ditentukan oleh undang-undang. 
Otonomi dapat dimaknai dengan pelimpahan wewenang kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Atau wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara kesatuan otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak daerah tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan nasional secara komprehensif. 
Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dirumuskan bahwa "otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan daerah otonomi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatuir dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan apirasi masyarakat dalam sistem NKRI". 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menganut sistem berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, namun dalam praktek kadangkadang agak sulit untuk melihat secara jelas dalam pelaksanaan dari ketiga asas tersebut bahkan menimbulkan kekaburan. Dalam hal ini dapat disadari, negara mempunyai peranan yang begitu besar dalam konteks pemerintah pusat/nasional maupun di tingkat pemerintahan daerah/regional. Oleh karena itu "otonomi daerah sebagai sub-sistem desentralisasi dan pemerintahan daerah, harus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan pergeseran garis politik dan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, bahkan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh UUD dan garis politik yang sedang berlaku dalam negara".40
Pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hubungan dan mekanisme antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah merupakan suatu condition sinequa non dalam negara yang berbentuk kesatuan seperti Republik Indonesia. Konsekuensi yang timbul pasti akan terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, khususnya pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu : Pembagian kewenangan (sharing of power) Pembagian pendapatan (Distribution of Income); dan Kemandirian administrasi pemerintahan daerah (empowering).41
Desentralisasi berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Prinsip otonomi daerah yang lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih naik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sesuai dengan dasar pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud diterapkan asas otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah dengan penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai daerah otonomi dapat diukur dengan 4 ciri, yaitu : mempunyai aparatur pemerintah sendiri; mempunyai urusan/wewenang tertentu; mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri; dan mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.42 

Semakin baik dan sempurna keempat ciri tersebut, maka akan makin kuat derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh daerah tertentu, begitu pula sebaliknya. 

Konsep NKRI sejak awal tidak bermaksud untuk bersifat sentralistik berdasarkan ketentuan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan yang berarti menganut asas desentralisasi, dekonstruksi dan tugas pembantuan. 

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang hubungan pusat dengan daerah, maka dapat disimak landasan konstitusional dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahanan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Berkaitan dengan ketentuan di atas, telah dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah;

b. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ...menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan;

c. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama;

d. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa;

e. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat 
1) menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan; 

2) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan; atau 

3) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 
Mencermati Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka dapat diketahui beberapa hal penting yang berkenaan dengan hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah sebagai berikut: Di luar 6 (enam) urusan pemerintahan yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai urusan pusat, maka sisa atau selebihnya merupakan urusan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Dengan demikian urusan/wewenang daerah dapat dikatakan bersifat tidak terbatas dalam hal apa saja selain enam  urusan tersebut, sepanjang daerah yang bersangkutan memiliki kemampuan serta potensi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan urusan itu guna membangun/meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urusan-urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah ini dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan -urusan pemerintahan sebagai daerah otonomi. 

Pemerintahan daerah selain mengatur dan mengurus berbagai urusan yang bersifat otonom, juga melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang tertentu untuk menjalankan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan /atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. tugas pembantuan pada prinsipnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa termasuk masyarakatnya atas kuasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Perumusan tentang tugas pembantuan dengan urusan yang menjadi otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan secara mendasar, yaitu untuk pelalsanaan tugas pembantuan dibebani dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada dan menugaskan atau pemberi tugas oleh yang melaksanakan tugas. Sedangkan urusan pemerintahan yang telah menjadi otonomi daerah tidak ada ketentuan kewajiban mempertanggungjawabkan, tetapi diarahkan dalam kapasitas fungsi pengawasan dalam bentuk preventif maupun represif.

Menurut Bagir Manan, "Kalau otonomi dalam arti luas mencakup pula tugas pembantuan (medebewind coadministration), maka otonomi dan tugas pembantuan sama-sama kebebasan dan kemandirian dalam otonomi itu bersifat penuh baik asas maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan terdapat pada cara menjalankannya".43
Pelaksanaan tugas pembantuan diatur/dituangkan dalam peraturan daerah dan/atau keputusan kepala daerah, agar pemerintahan daerah dapat mengatur lebih rinci sesuai dengan keadaan setempat, tetapi kewenangan yang diberikan bersifat terbatas. Sebab, "Peraturan tidak boleh mengatur tugas pembantuan di luar dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".44 

Adanya asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dengan pertimbangan keterbatasan perangkat pemerintah pusat dalam rangka efisiensi dan dayaguna serta hasilguna. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah "Sebagai terminal atau langkah awal untuk menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah sehingga daerah mempunyai pengalaman dan kesanggupan untuk mengatur dan mengurus sesuatu urusan tertentu tersebut".45
Jadi, hubungan pusat dengan daerah dalam kerangka otonomi daerah, merupakan hubungan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berorientasi pada tataran hubungan pengawasan dan bukan pada hubungan atasan bawahan, sehingga dalam kaitan dengan tugas pembantuan daerah tidak mempunyai hak untuk menolak karena sudah merupakan ketentuan undang-undang yang disertai kewajiban daerah mempertanggungjawabkannya. 
C. Hubungan Luar Negeri Bidang Ekonomi Oleh Daerah
1. Sejarah Hubungan luar Negeri Bidang Ekonomi

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin  intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. 
Kenyataan tersebut menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (state actors).
Globalisasi yang mengacu pada pendirian formal organisasi organisasi internasional untuk mengkoordinasi perdagangan seperti yang disebut terakhir, dengan sendirinya disertai pula oleh globalisasi hukum. Artinya globalisasi perdagangan telah membawa substansi dari berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi perdagangan membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis dan hubungan-hubungan internasional.46
Masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologi dari hukum internasional, dewasa ini sedang mengalami perubahan-perubahan besar yang perlu diperhatikan. Perubahan-perubahan itu antara lain : 47
1. Perubahan peta politik terutama setelah perang dunia II, yang merubah pola kekuasaaan politik dari masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa negara besar, menjadi masyarakat internasional yang terdiri dari banyak sekali negara-negara yang merdeka; 

2. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mempunya akibat besar bagi masyarakat dan hukum internasional 

3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalm struktur organisasi masyarakat internasional, dengan munculnya organisasi atau lembaga internasional serta adanya kompetensi hukum bagi individu pada beberapa hal tertentu.

Perubahan peta bumi politik dalam masyarakat internasional melalui  lahirnya negara-negara baru sebagai anggota masyarakat internasional serta perkembangan dan kemajuan teknologi, telah mengharuskan adanya hubungan-hubungan yang tetap dan terus menerus diantara negara-negara.

Adanya kemauan negara-negara (dalam suatu masyarakat internasional) untuk menjalin hubungan kerjasama satu sama lainnya secara timbal balik merupakan pencerminan keterbatasan dari setiap negara dalam hal memenuhi segala kebutuhannya atau adanya saling ketergantungan (interdependensi) diantara semua negara.
Sebagai akibat dari penjajahan, maka negara-negara yang baru merdeka tersebut menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan  karena negara-negara yang baru merdeka tersebut baru berhasil memperoleh hak-hak politiknya saja, sedangkan secara ekonomis ketergantungan mereka (negara-negara yang baru merdeka ) pada kekuatan ekonomi negara-negara kolonial masih sangat besar. Dengan kata lain, kolonialisme atau penjajahan ekonomi masih sampai saat ini.
Negara-negara yang baru merdeka dalam perkembangan selanjutnya berjuang untuk mengisi kemerdekaannya melalui pembangunan nasional dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih layak bagi rakyatnya. Dengan penghidupan yang lebih layak bagi rakyatnya, maka dapat menjembatani jurang kemajuan dan kesejahteraan antara negara-negara maju sebagai bekas penjajah dengan negara-negara berkembang yang baru merdeka tersebut. 
Jurang kemajuan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang terjadi karena kecepatan pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju berjalan sangat cepat, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang umumnya lambat. Hal ini berhubungan erat dengan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju dapat lebih mudah meningkatkan kemajuan ekonominya, sedangkan negara-negara berkembang yang tinngi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya masih rendah semakin jauh ketinggalan.
Usaha menjembatani jurang ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, diupayakan dengan memperjuangkan terciptanya Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini sebagai suatu organisasi internasional dengan salah satu tujuannya agar dapat berperan menjembatani jurang kemajuan negara maju dan negara berkembang tersebut. Karena itu dalam konsiderans Deklarasi TEIB, para anggota PBB bertekad untuk membina suatu tata ekonomi baru yang didasarkan atas keadilan, persamaan kedaulatan, saling ketergantungan, kepentingan bersama dan kerjasama antar semua Negara.48
Pembentukan TEIB yang didasarkan pada persamaan kedaulatan, salaing ketergantungan, kepentingan bersama dan kerjasama antar semua negara, dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antar kota (sister city cooperation).  Kerjasama antar kota sebagai pelaksanaan asas kerjasama seluas mungkin sesama negara anggota masyarakat internasional, diupayakan untuk memanfaatkan peningkatan bantuan internasional, bebas dari segala syarat politik atau militer. Hal ini penting karena dari segi hukum internasional kedudukan negara-negara maju, sesuai doktrin dasar hak dan kewajiban asasi negara yaitu hak atas kesamaan derajat negara-negara tanpa memandang besar kecil, kuat rendahnya negara-negara yang bersangkutan.49
Dalam hal ini kerjasama anatar kota sebagai pelaksanaan dari kerjasama  seluas mungkin semua negara anggota masyarakat internasional, dilakukan tanpa mempengaruhi kedaulatan negara dan hak memilih sistem ekonomi, politik, social dan kebudayaannya serta tanpa paksaan baik ekonomi maupun politik (terutama dari negara maju kepada negara berkembang). 
Adanya kewajiban bekerjasama untuk pembangunan internasional (The Duty to Cooperation for Global Development) merupakan syarat mutlak bagi negara-negara, karena adanya saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Kerjasama inernasional sebagai akibat saling ketergatungan diantara negara-negara, pada gilirannya akan memberikan dampak pada peningkatan kerjasama antar kota dalam rangaka pembangunan kota. Kerjasama demikian memang sangat bermanfaat karena kota-kota menghadapi banyak masalah seperti : urbanisasi, pembangunan perumahan, pengadaan air minum, sarana jalan dan lain-lainnya, sehingga pertukaran pengalaman dalam penanganan akan sangat membantu dalam penanggulangan masalah-masalah tersebut.50
Kewajiban bekerjasama untuk pembangunan internasional menjadi penting, karena perkembangan perekonomian internasional yag ditandai dengan kemajuan teknologi, telah menampakkan ciri yang sangat menonjol yaitu proses globalisasi dari berbagai sektor seperti produksi, perdagangan dan investasi. 
Proses globalisasi ekonomi internasional tersebut digambarkan dengan proses internalisasi industri, sebagai berikut :
“Keharusan untuk semakin memperbesar produksi dank arena itu keharusan untuk memeperluas pasaran, ditunjang oleh penemua-penemuan baru di bidang komunikasi dan telekomunikasi mengakibatkan bahwa semakin banyak produk tidak lagi dihasilkan di suatu Negara. Disamping itu juga semakin banyak produksi tidak lagi sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar local tetapi justru sebaliknya, produksi itu sengaja dibuat untuk eksport ke luarnegeri. Semua ini mengakibatkan tumbuhnya suatu pola pembagian kerja yang baru yang tidak lagi melihat dunia ini terpecah-pecah ke dalam negara-negara besar da kecil, masing-masing dengan system nasional negaranyayang satu sama lain berbeda, tetapi bertolak belakang dari paham dunia sebagai suatu pasar global dan satu planet yang dihuni oleh satu spesies makhluk, yaitu manusia”. 51 
Proses globalisasi ekonomi yang bertolak dari paham dunia sebagai suatu pasar global dan merupakan satu planet yang dihuni manusia mengharuskan adanya kerjasama baik antar Negara maupun kerjasama antar kota. Hal ini penting karena peran kota-kota disetiap negara sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang sangat mendukung proses globalisasi tersebut.
2. Landasan Hukum Hubungan luar Negeri Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Daerah

kerjasama antar ekonomi internasional terbentuk karena adanya persamaan-persamaan di antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut, misalnya ada persamaaan kedudukan status administrasi, adanya kesamaan ukuran/luasnya wilayah dan fungsi, adanya kesamaan karakteristik dan adanya persamaan permasalahan. Adanya komplementaritas anatara kedua pihak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dapat menimbulkan aliran barang, jasa dan hubungan sosial yang dapat mengakibatkan terjadinya pertukaran kunjungan pejabat pengusaha dan misi-misi lainnya diantara kedua negara tersebut.

Landasan hukum untuk melakukan hubungan kerjasama ini telah diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengadakan suatu kerjasama ekonomi internasional yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mitra di luar negeri, memiliki dasar hukum sebagai berikut : 52
a. Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tentang Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) jo Keputusan Presiden No.60/M/1981 tanggal 21 Maret 1981 ; 
b. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) ; 
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ; 
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 
f. SK Menlu No. SK 03/A/OT/X/2002/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 09/A/KP/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam tataran terbatas dapat  mengadakan hubungan luar negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa “ Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara Indonesia”.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun suatu sistem atau mekanisme yang dapat menjamin terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelakasanaan politik luar negeri yang baik. 
Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi Pemantauan (Monitoring); Pengarahan (Guidance); Pengendalian (Control); Pengawasan Umum (General Supervision), termasuk penegakan peraturan (Rule Enforcement); Koordinasi (Coordination); Konsultasi (Consultation); Pemberi pertimbangan (Advisory).53 Prinsip-prinsip tersebut, berlaku pula bagi pemerintahan daerah yang ingin bekerja sama dengan pihak asing.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur tentang prosedur dan mekanisme kerjasama ekonomi internasional. Hal ini dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa  ” Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”.
Konsultasi dan koordinasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 54
a. latar belakang permasalahan; 
b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; 
c. posisi Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. 
Apabila ketiga hal tersebut telah mendapat pesetujuan dari Menteri Luar Negeri, maka kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sudah dapat dimulai. 
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang lama secara implisit dan eksplisit tidak membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak asing sebelumnya didasarkan pada : 
Keputusan Presidium Kabinet No. 81/U/KEP/4/1967 tentang Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) jo Keputusan Presiden No.60/M/1981 tanggal 21 Maret 1981; 
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 275 tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah; 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1992 tanggal 15 Februari di Jajaran Departemen Luar Negeri; 
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Propinsi (Sister Province) Dalam dan Luar Negeri. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia; 
d. SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri tentang Promosi Potensi Ekonomi di Luar Negeri. 
Kelima ketentuan/ aturan tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah telah  menjadi dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.55
Seiring berakhirnya pemerintahan orde baru (orba) yang sangat sentralistik dimana tidak memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan terbentuknya pemerintahan reformasi pada tahun 1998 yang memberi angin segar kepada pemerintah daerahuntuk mengatur dirinya sendiri, maka Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membolehkan pemerintah daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak asing. Pasal 88 Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ” Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luarnegeri, yang diatur dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7”.
Rumusan pasal 88 Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ternyata tidak lagi dicantumkan pada penggantinya yaitu Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kerja sama luar negeri lebih bersifat mekanisme internal sehingga rumusannya lebih menekankan peranan DPRD dalam memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap rencana kerja sama dan perjanjian internasional. 
Pasal 42 huruf f dan g Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tentang tugas dan wewenang DPRD yang yang menyatakan “....memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”.
Bentuk-bentuk peraturan yang telah disebutkan diatas pada prakteknya kurang ditaati oleh pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerjasama ekonomi internasional karena sering dijumpai departemen ataupun kanwil di daerah melakukan perjanjian dengan pihak asing tanpa sepengetahuan Departemen Luar Negeri sebagai pintu gerbang Pemerintah dengan pihak asing. Akibatnya, perjanjian perjanjian internasional yang dilakukan tidak terkoordinasi dan sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah secara umum. 
3. Manfaat Hubungan luar Negeri Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus, dan pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapannya,56 yang pada akhirnya mengakibatkan, sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri sering tidak mencukupi atau belum diterima pemerintah pada saat-saat pengeluaran untuk membiayai pembangunan yang sudah sangat dibutuhkan. Kondisi tersebutmenciptakan perlunya pembiayaan pembangunan ditopang oleh sumber-sumber dana lainnya seperti dana yang bersumber dari luar negeri.
Keberadaan sumber dana yang berasal dari luar negeri tidak dapat dihindarkan dari kegiatan pembangunan nasional. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang berasal dari luar negeri memiliki fungsi sebagai pelengkap dana pembangunan yang tersedia di dalam negeri, dan menambah aliran devisa ke dalam negeri.57
Salah satu penerimaan dana dari luar negeri berbentuk dalam kerjasama ekonomi internasional yang pada hakikatnya merupakan kerjasama luar negeri dalam bidang kerjasama teknik antara lain dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan (transfer of technology and knowledge) dari negara maju kepada negara berkembang. Dalam kerjasama tersebut terlihat pula kecenderungan berkembangnya kerjasama di bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, pariwisata kebudayaan dan manajemen perkotaan.
Hubungan luar negeri bidang ekonomi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan luar negeri Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia dilandasi prnsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diabadikan kepada kepentingan pembangunan di segala bidang, dalam rangka untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 58
Dengan demikian, kepentingan pembangunan di segala bidang yang ingin dicapai melalui hubungan luar negeri merupakan tujuan internal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan adanya tujuan eksternal mengungkapkan kesadaran bahwa negara Indonesia tidak dapat mewujudkan tujuan internalnya atau berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dan kemajuan di segala bidang secara mandiri lepas dari negara-negara lain. 
Dalam hal ini, tujuan kerjasama ekonomi internasional oleh Pemerintah Daerah juga memperlihatkan aspek internaldan eksternalnya. Aspek internal dari kerjasama antar daerah bagi Indonesia adalah dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Karena kerjasama ini selain bertjuan untuk memperat persahabatan, dapat memanfaatkan kemajuan dan kemampuan daerah di luar negeri untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan daerah di Indonesia.59
Dalam kaitannya dengan pengembangan dan investasi maka kerjasama ekonomi internasional ini bermanfaat antara lain : 60
a. Perekonomian dikembangkan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif;
b. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah kegiatan  primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional;
c. Daya saing global perekonomian ditingkatkan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu: 
1) Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi yang utamanya adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu; 
2) Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustridan antara industridengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penanaman modal asing); 
3) Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastrukturfisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan. 
d. Dengan keunggulan komparatif sebagai negara berpenduduk besar dengan wawasan, kemampuan, dan daya kreasi yang tinggi, serta memiliki bentang alam yang luas dan kekayaan sumber daya alam dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu: 
1) Pengembangan industri yang mengolah sumber daya alam secara efisien dan rasional, dengan memperhatikan daya dukungnya;
2) Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; dan 
3) Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan. 
e. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan;
f. Perdagangan dan investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing global;
g. Meningkatkan devisa negara. 
h. Penciptaan lapangan kerja. 
i. Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya, dalan hal ini terkait dengan penanaman modal asing, Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional, maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
Memperhatikan perkembangan  ekonomi nasional, maupun ekonomi daerah, jenis perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
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